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Abstract: Penerapan manajemen penelitian dakwah
Islam dalam pengembangan modul "Tafsir Sosial"
bertujuan untuk memberdayakan masyarakat
perkotaan yang terpinggirkan dengan memberikan
bimbingan keagamaan yang relevan secara sosial.
Pendekatan ini mengintegrasikan ajaran Islam ilmiah
dengan kebutuhan praktis masyarakat, mendorong
pemberdayaan melalui pendidikan dan keterlibatan
sosial. Penelitian tentang pendidikan dan dakwah
Islam menyoroti pentingnya kompetensi intelektual
dan spiritual pada kader ulama, yang memainkan
peran kunci dalam pemberdayaan masyarakat dan
perubahan sosial. Strategi dakwah yang efektif
meliputi pendidikan formal, hafalan Al-Qur'an, dan
praktik lapangan masyarakat, yang membangun
kepercayaan dan partisipasi aktif dalam kelompok-
kelompok yang terpinggirkan. Pengembangan modul
yang peka budaya dan relevan secara kontekstual
seperti "Tafsir Sosial" dapat meningkatkan dampak
dakwah dengan mengatasi masalah-masalah sosial
spesifik yang dihadapi oleh penduduk perkotaan yang
terpinggirkan. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan
yang lebih luas tentang moderasi agama dan harmoni
sosial yang ditemukan dalam penelitian pendidikan
Islam.

Aplikasi Manajemen Riset Dakwah, Penyusunan
Modul, Komunitas Marginal, Tafsir Sosial, Perkotaan

Revolusi Industri 4.0, yang ditandai oleh integrasi sistem fisik-siber, Internet of

Things (IoT), kecerdasan buatan (Al), dan automasi, telah mengubah lanskap sosial-

ekonomi dan menuntut adaptasi cepat di hampir semua sektor kehidupan —

Fenomena kemarginalan di perkotaan merupakan realitas sosial yang

kompleks dan multidimensional, lahir dari proses urbanisasi yang pesat,
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pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, serta transformasi budaya dan sosial yang
terjadi secara simultan. Kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung,
Surabaya, dan kota-kota metropolitan lainnya, menjadi magnet bagi migrasi
penduduk dari desa ke kota dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pendatang mampu
beradaptasi dan memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi,
pendidikan, kesehatan, dan sosial. Akibatnya, terbentuklah kelompok-kelompok
masyarakat marjinal yang hidup di pinggiran kota, kawasan kumubh, atau bahkan di
tengah-tengah kota namun terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan budaya.
Kemarginalan ini tidak hanya ditandai oleh kemiskinan material, tetapi juga
keterasingan sosial, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta lemahnya

partisipasi dalam kehidupan sosial-keagamaan (Said & Pratama, 2020).

Marginalisasi di perkotaan seringkali diperparah oleh struktur sosial yang
hierarkis dan eksklusif, di mana kelompok-kelompok tertentu—seperti pekerja
informal, buruh migran, anak jalanan, perempuan kepala keluarga, dan komunitas
minoritas—mengalami diskriminasi dan stigmatisasi. Mereka kerap kali tidak
memiliki kekuatan tawar dalam menentukan arah kebijakan publik, bahkan
seringkali menjadi objek eksploitasi ekonomi dan politik. Selain itu, modernisasi dan
globalisasi membawa perubahan nilai dan gaya hidup yang cenderung
individualistik, sehingga solidaritas sosial dan kohesi komunitas semakin melemah.
Dalam konteks ini, kemarginalan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural
dan psikologis, di mana individu atau kelompok merasa terasing, tidak diakui, dan

kehilangan identitas sosialnya.

Di sisi lain, urbanisasi juga membawa tantangan baru bagi kehidupan
beragama di perkotaan. Kota menjadi ruang pertemuan berbagai latar belakang
agama, budaya, dan ideologi, sehingga terjadi pluralitas dan bahkan fragmentasi
identitas keagamaan. Dalam situasi seperti ini, dakwah Islam menghadapi tantangan
besar untuk tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan spiritual, sosial, dan
psikologis masyarakat urban yang sangat heterogen. Dakwah konvensional yang
bersifat monologis, normatif, dan top-down seringkali tidak mampu menembus
sekat-sekat sosial dan kultural yang membatasi interaksi antara da’i dan mad'u,

khususnya di kalangan komunitas marjinal (Mitlin, 2018).

Kebutuhan akan pendekatan dakwah transformatif menjadi sangat mendesak
dalam konteks kemarginalan perkotaan. Dakwah transformatif adalah pendekatan
dakwah yang tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan-pesan normatif agama,

tetapi juga berorientasi pada perubahan sosial, pemberdayaan, dan advokasi bagi
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kelompok-kelompok marjinal. Dakwah transformatif menuntut da’i untuk
memahami secara mendalam realitas sosial, ekonomi, dan budaya mad'u, serta
mampu merancang strategi dakwah yang kontekstual, partisipatif, dan solutif.
Pendekatan ini menempatkan dakwah sebagai proses dialogis dan interaktif, di mana
da’i dan mad’u saling belajar, berbagi pengalaman, dan bersama-sama mencari solusi

atas problematika yang dihadapi.

Salah satu karakteristik utama dakwah transformatif adalah kemampuannya
untuk beradaptasi dengan dinamika masyarakat urban yang sangat cair dan dinamis.
Dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar-mimbar masjid atau majelis taklim, tetapi
merambah ke ruang-ruang publik, komunitas-komunitas marjinal, bahkan ke dunia
digital dan media sosial. Studi tentang komunitas Pemuda Hijrah di Bandung,
misalnya, menunjukkan bagaimana dakwah di kalangan anak muda urban dapat
bertransformasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,
penggunaan media sosial, serta pengemasan pesan-pesan agama yang relevan
dengan kebutuhan dan gaya hidup generasi milenial. Dakwah digital menjadi sarana
efektif untuk menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini sulit disentuh oleh
dakwah konvensional, seperti anak jalanan, pekerja informal, dan komunitas marjinal

lainnya.

Selain itu, dakwah transformatif juga menekankan pentingnya pemberdayaan
ekonomi, advokasi sosial, dan penguatan kapasitas individu maupun komunitas.
Metode dakwah bil hal—yakni dakwah melalui tindakan nyata seperti
pendampingan, advokasi, pelatihan keterampilan, distribusi zakat-infag-sedekah,
dan penguatan ekonomi mikro—terbukti efektif dalam membangun kepercayaan,
solidaritas, dan kemandirian komunitas marjinal. Pendekatan ini tidak hanya
memberikan solusi atas masalah-masalah praktis yang dihadapi masyarakat, tetapi
juga menumbuhkan kesadaran kritis dan semangat kolektif untuk melakukan

perubahan sosial secara berkelanjutan.

Transformasi dakwah di lingkungan urban juga menuntut inovasi dalam
komunikasi dan media. Penelitian tentang komunitas Muslimah di perkotaan
menunjukkan bahwa dakwah yang interaktif, dialogis, dan adaptif terhadap
tantangan multikultural mampu menjadi jembatan pemersatu di tengah perbedaan
(Setia & Dilawati, 2021). Penggunaan media digital, seperti YouTube, Instagram, dan
WhatsApp, memungkinkan pesan-pesan dakwah tersebar lebih luas dan diterima
oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok marjinal yang selama ini
terpinggirkan dari arus utama dakwah. Namun, digitalisasi dakwah juga membawa

tantangan baru, seperti risiko penyebaran informasi yang tidak akurat, fragmentasi
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otoritas keagamaan, dan komersialisasi agama (Tugal, 2009). Oleh karena itu,
diperlukan pengelolaan dan kurasi konten dakwah yang berkualitas, kredibel, dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban yang dinamis.

Kontekstualisasi pesan dakwah menjadi kunci utama dalam menjawab realitas
kemarginalan di perkotaan. Da’i dituntut untuk mampu membaca karakter,
kebutuhan, dan kecenderungan mad’u, serta merancang pesan dakwah yang relevan
dengan isu-isu aktual yang dihadapi komunitas marjinal, seperti kemiskinan,
pengangguran, kekerasan, disintegrasi sosial, dan krisis identitas. Dakwah tidak lagi
sekadar mengajak kepada kebaikan secara abstrak, tetapi juga memberikan solusi
konkret atas problematika kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pendekatan tafsir
sosial terhadap ajaran Islam menjadi sangat penting, di mana nilai-nilai agama
diinterpretasikan secara kontekstual dan aplikatif sesuai dengan realitas sosial

masyarakat urban.

Pentingnya pendekatan dakwah transformatif juga tercermin dalam upaya
membangun inklusivitas dan toleransi di tengah pluralitas masyarakat perkotaan.
Dakwah yang eksklusif dan rigid cenderung memperkuat sekat-sekat sosial dan
memperdalam kemarginalan, sedangkan dakwah yang inklusif, dialogis, dan adaptif
mampu menjadi jembatan pemersatu dan penguat kohesi sosial. Pengalaman dakwah
di komunitas-komunitas marjinal, seperti Majelis Taklim Sabilu Taubah,
menunjukkan bahwa pendekatan yang humanis, dialogis, dan berbasis kebutuhan
nyata mampu meningkatkan partisipasi, membangun solidaritas, dan memperkuat

identitas keagamaan di tengah kemarginalan.

Dalam konteks ini, peran da’i sebagai agen perubahan sosial menjadi sangat
sentral. Da’i tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan agama, tetapi juga
sebagai fasilitator, pendamping, dan advokat bagi kelompok-kelompok marjinal. Da’i
dituntut untuk memiliki sensitivitas sosial, kemampuan komunikasi yang efektif,
serta keterampilan dalam pemberdayaan komunitas. Inovasi metodologi dakwah
menjadi keniscayaan, di mana da’i harus mampu mengembangkan berbagai strategi
dan media dakwah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan komunitas

marjinal, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Secara teoritis, pendekatan dakwah transformatif sejalan dengan paradigma
pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan pembangunan sosial
inklusif. Dakwah tidak lagi dipandang sebagai proses satu arah, tetapi sebagai proses
dialogis dan partisipatif yang melibatkan mad'u sebagai subjek aktif dalam

perubahan sosial. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara
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berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil,
dan komunitas lokal, dalam merancang dan melaksanakan program-program

dakwah yang berorientasi pada pemberdayaan dan keadilan sosial.

Dalam praktiknya, dakwah transformatif di perkotaan dapat diwujudkan
melalui berbagai model dan strategi, seperti pengembangan pusat-pusat belajar,
rumah singgah, pendampingan dan advokasi, pelatihan keterampilan, distribusi
zakat-infag-sedekah, taman pustaka, paket kesehatan, santunan sosial, dan
pendidikan keterampilan kerja (Muttaqin, 2021). Setiap model dakwah harus
disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan komunitas sasaran, serta didukung
oleh data dan analisis sosial yang akurat. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga

diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program dakwah.

Akhirnya, realitas kemarginalan di perkotaan menuntut adanya transformasi
paradigma dakwah dari yang bersifat normatif dan eksklusif menjadi dakwah yang
transformatif, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata. Dakwah transformatif tidak
hanya berorientasi pada perubahan individu, tetapi juga perubahan sosial yang lebih
luas, mencakup aspek ekonomi, budaya, dan politik. Dengan demikian, dakwah
dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun masyarakat perkotaan yang
inklusif, berdaya, dan harmonis, serta mampu mengatasi berbagai bentuk

kemarginalan yang ada (Sulastyawati, 2020).

Gagasan pengabdian yang berupaya menjawab masalah riil di masyarakat,
khususnya pada komunitas marjinal perkotaan, menuntut integrasi antara
manajemen riset sebagai kerangka kerja dan tafsir sosial sebagai konten utama.
Integrasi ini lahir dari kesadaran bahwa problematika sosial di masyarakat urban
sangat kompleks, multidimensi, dan dinamis, sehingga membutuhkan pendekatan
yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Manajemen riset berperan sebagai
fondasi metodologis yang memastikan setiap langkah pengabdian—mulai dari
identifikasi masalah, perumusan tujuan, perancangan intervensi, hingga evaluasi
dampak—dilakukan secara terstruktur, terukur, dan adaptif terhadap perubahan
sosial yang terjadi. Sementara itu, tafsir sosial berfungsi sebagai ruh atau konten yang
menghidupkan setiap program pengabdian dengan nilai-nilai kemanusiaan,
keadilan, dan pemberdayaan, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat

teknis, tetapi juga bermakna secara sosial dan spiritual (Gomes et al., 2017).

Manajemen riset sebagai kerangka kerja menuntut adanya pemetaan
kebutuhan dan potensi komunitas secara partisipatif. Proses ini melibatkan anggota

komunitas sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek intervensi, sehingga setiap
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program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan nyata dan sesuai dengan
konteks lokal (Govigli et al., 2020). Pendekatan partisipatif ini juga mendorong
terjadinya knowledge co-creation, di mana pengetahuan lokal dan akademik saling
melengkapi untuk menghasilkan solusi inovatif dan berkelanjutan. Dalam
praktiknya, tahapan manajemen riset meliputi: (1) identifikasi dan pemetaan masalah
melalui riset lapangan, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus; (2) analisis
kebutuhan dan potensi komunitas; (3) perancangan program intervensi berbasis data;
(4) implementasi program secara kolaboratif; dan (5) monitoring serta evaluasi
dampak secara berkala. Setiap tahapan ini harus didukung oleh data yang valid dan
analisis yang komprehensif agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif dan

berkelanjutan.

Tafsir sosial sebagai konten pengabdian menekankan pentingnya pemahaman
mendalam terhadap realitas sosial, budaya, dan psikologis komunitas sasaran. Pesan-
pesan agama dan nilai-nilai kemanusiaan diinterpretasikan secara kontekstual agar
relevan dengan problematika yang dihadapi masyarakat marjinal, seperti
kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan diskriminasi sosial. Tafsir
sosial juga mendorong inklusivitas, toleransi, dan penghargaan terhadap
keberagaman, sehingga pengabdian yang dilakukan mampu menjadi jembatan
pemersatu di tengah pluralitas masyarakat urban. Dalam konteks dakwah, tafsir
sosial mengarahkan da’i untuk tidak hanya menyampaikan pesan normatif, tetapi
juga menjadi fasilitator perubahan sosial, advokat hak-hak komunitas, dan

pendamping dalam proses pemberdayaan.

Integrasi antara manajemen riset dan tafsir sosial menghasilkan model
pengabdian yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan. Model
ini menuntut inovasi metodologi, di mana program pengabdian tidak hanya berfokus
pada aspek material, tetapi juga spiritual dan sosial. Contohnya, dalam pengelolaan
keuangan sosial Islam, integrasi antara manajemen riset dan tafsir sosial terbukti
mampu mempercepat transformasi komunitas miskin menuju kesejahteraan melalui
program-program terintegrasi seperti zakat, wakaf, dan pelatihan keterampilan. Studi
tentang revitalisasi tradisi Mapalus di Minahasa Utara juga menunjukkan bahwa
manajemen pendidikan Islam transformatif yang terintegrasi dalam kurikulum dan
program sosial mampu mendorong perubahan sosial yang signifikan di tingkat
komunitas (Bevilacqua et al., 2022; Claes et al.,, 2021). Selain itu, pengalaman
Muhammadiyah dalam mengaktualisasikan teologi Al-Ma'un dalam tata kelola

organisasi membuktikan bahwa integrasi nilai-nilai teologis dan manajemen modern
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dapat menghasilkan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada

pemberdayaan masyarakat (Widiastuti et al., 2022).

Dalam implementasinya, integrasi ini juga menuntut adanya kolaborasi lintas
sektor, baik dengan pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil,
maupun sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat jejaring sosial,
memperluas jangkauan program, dan memastikan keberlanjutan dampak
pengabdian. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi kunci untuk
mengidentifikasi tantangan, mengukur efektivitas program, dan melakukan
perbaikan berkelanjutan. Dokumentasi proses dan hasil pengabdian juga sangat
penting sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi pengembangan model

pengabdian di komunitas lain.

Tujuan utama dari program pengabdian berbasis riset dan partisipasi
komunitas adalah menghasilkan dampak nyata yang berkelanjutan melalui tiga
output utama: (a) modul yang kontekstual, (b) peningkatan kapasitas komunitas, dan
(c) model pengabdian yang terdokumentasi. Ketiga output ini saling terkait dan
menjadi fondasi penting dalam menjawab kebutuhan riill masyarakat serta

memastikan keberlanjutan program pengabdian.

Pengembangan modul yang kontekstual bertujuan menyediakan materi
pembelajaran, pelatihan, atau intervensi yang relevan dengan kebutuhan,
karakteristik, dan tantangan spesifik komunitas sasaran. Modul kontekstual tidak
hanya berisi teori, tetapi juga praktik, studi kasus, dan solusi yang telah disesuaikan
dengan kondisi lokal. Proses penyusunan modul ini melibatkan analisis kebutuhan
komunitas, partisipasi aktif anggota masyarakat, serta validasi oleh para ahli dan
praktisi. Modul yang dikembangkan berbasis pada hasil riset lapangan, masukan dari
komunitas, dan adaptasi terhadap dinamika sosial-budaya setempat, sehingga
mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan motivasi peserta dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penggunaan teknologi, seperti e-module
berbasis MOOC, juga terbukti efektif dalam memperluas akses dan meningkatkan
kualitas pembelajaran komunitas, dengan tingkat validitas dan efektivitas yang tinggi
menurut para ahli. Modul yang kontekstual menjadi alat utama dalam proses
pemberdayaan, karena mampu menjembatani pengetahuan ilmiah dengan kearifan
lokal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembelajaran dan

perubahan sosial.

Peningkatan kapasitas komunitas merupakan tujuan strategis yang dicapai

melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi yang terstruktur. Kapasitas
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komunitas meliputi kemampuan individu dan kelompok dalam mengidentifikasi
masalah, merancang solusi, mengambil keputusan, serta mengelola sumber daya
secara mandiri dan berkelanjutan. Proses ini dilakukan melalui pendekatan
partisipatif, di mana anggota komunitas dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan
program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Sasmita et al., 2021).
Pelatihan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada
penguatan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, kerja sama tim, dan
pengambilan keputusan kolektif. Studi kasus di berbagai wilayah menunjukkan
bahwa peningkatan kapasitas komunitas berdampak pada meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta penguatan
kelembagaan lokal (Parker et al., 2020). Selain itu, program pemberdayaan yang
efektif juga mendorong terbentuknya kelompok kerja masyarakat, peningkatan
kesadaran kritis, dan tumbuhnya rasa kepemilikan terhadap program yang
dijalankan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas komunitas menjadi kunci utama

dalam menciptakan perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Model pengabdian yang terdokumentasi adalah hasil akhir yang sangat
penting untuk memastikan replikasi, adaptasi, dan pengembangan program di masa
depan. Dokumentasi model pengabdian mencakup seluruh proses, mulai dari
identifikasi masalah, perancangan intervensi, pelaksanaan, hingga evaluasi dan
refleksi. Model ini disusun secara sistematis, dilengkapi dengan panduan, instrumen,
dan indikator keberhasilan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, baik
akademisi, praktisi maupun komunitas lain yang ingin mengadopsi atau
mengadaptasi program serupa (Mahajan et al., 2022). Dokumentasi yang baik juga
memuat pembelajaran, tantangan, solusi, serta inovasi yang muncul selama
pelaksanaan program, sehingga menjadi sumber pengetahuan kolektif yang dapat
memperkaya praktik pengabdian masyarakat. Model pengabdian yang
terdokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga sebagai alat advokasi,
pengembangan kebijakan, dan peningkatan kualitas program di masa mendatang
(Zimmerman et al., 2018). Dengan adanya model yang terdokumentasi, keberhasilan
dan dampak program dapat diukur, dievaluasi, dan disebarluaskan secara lebih luas,
sehingga memperkuat jejaring kolaborasi dan mempercepat pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

A. Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
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Dakwah dalam tradisi Islam pada awalnya identik dengan aktivitas ceramah,
khutbah, atau pengajian yang bersifat satu arah, di mana da’i atau mubaligh menjadi
pusat otoritas pengetahuan dan jamaah berperan sebagai pendengar pasif. Model
dakwah konvensional ini menekankan pada transfer pengetahuan agama, penguatan
aspek kognitif, dan penanaman nilai-nilai moral melalui komunikasi verbal. Namun,
seiring perkembangan zaman dan kompleksitas tantangan sosial, ekonomi, serta
budaya yang dihadapi masyarakat, paradigma dakwah mengalami pergeseran
mendasar menuju pendekatan pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif,
transformatif, dan kontekstual (Ramdhani, 2018).

Paradigma baru dakwah menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai objek,
melainkan subjek aktif dalam proses perubahan. Dakwah tidak hanya bertujuan
meningkatkan pemahaman agama, tetapi juga mendorong masyarakat untuk
mengenali potensi, menganalisis masalah, dan merancang solusi secara mandiri.
Dalam konteks ini, dakwah menjadi instrumen rekayasa sosial (social engineering)
yang berorientasi pada perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya ke arah yang
lebih adil, sejahtera, dan beradab. Dakwah pemberdayaan (dakwah bil hal)
menekankan aksi nyata, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat agar

mampu menghadapi tantangan hidup secara mandiri dan berkelanjutan.

Implementasi dakwah pemberdayaan tercermin dalam berbagai program yang
mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pengembangan kapasitas individu dan
komunitas. Misalnya, para penyuluh agama di Kampung Dakwah Punggur,
Lampung, tidak hanya memberikan ceramah, tetapi juga melakukan pendampingan
melalui tahapan penyadaran, transformasi pengetahuan dan keterampilan, serta
evaluasi strategi. Materi yang diberikan meliputi pemberantasan buta huruf Al-
Qur’an, penguatan keluarga sakinah, pemberdayaan zakat dan wakaf, penguatan
ekonomi, hingga pencegahan narkoba dan HIV/AIDS. Hasilnya, terjadi penurunan
masalah sosial, peningkatan ekonomi keluarga miskin produktif, dan penurunan
angka buta huruf Al-Qur’an (Yuliasih, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dakwah
yang berorientasi pada pemberdayaan mampu memberikan dampak nyata dan

berkelanjutan bagi masyarakat.

Pergeseran paradigma ini juga menuntut perubahan peran da’i dari sekadar
penyampai pesan menjadi fasilitator, motivator, dan pendamping masyarakat. Da’i
harus mampu membangun komunikasi dialogis, memahami konteks sosial-budaya,
serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program.
Dakwah tidak lagi sekadar menyelesaikan masalah masyarakat dari luar, tetapi

memfasilitasi masyarakat untuk memahami diri, potensi, dan masalahnya sendiri,
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serta membangun kapasitas untuk mengatasinya. Dengan demikian, dakwah menjadi
proses kolektif yang melibatkan masyarakat secara utuh, baik dalam aspek spiritual,

sosial, ekonomi, maupun budaya.

Selain itu, integrasi dakwah dengan pendekatan pengembangan masyarakat
(community development) memperkuat prinsip-prinsip keadilan, persamaan,
partisipasi, penghargaan, dan tolong-menolong (ta’awun). Tujuan utamanya adalah
meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik aspek material
maupun spiritual, sehingga mereka mampu mengambil keputusan, mengelola
sumber daya, dan mandiri dalam menghadapi tantangan hidup. Pemberdayaan
masyarakat merupakan proses berkelanjutan yang meliputi tahapan penyadaran,
penguatan kapasitas, dan pendayaan, di mana masyarakat didorong menjadi subjek

aktif, bukan sekadar objek intervensi.

Transformasi dakwah juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital, yang
memungkinkan penyebaran pesan agama secara lebih luas, cepat, dan interaktif.
Model dakwah digital, seperti yang dilakukan oleh Habib Husein Ja’far Al Hadar,
memanfaatkan media sosial, podcast, webinar, dan konten edukatif yang relevan
dengan kehidupan sehari-hari dan isu-isu kontemporer. Pendekatan ini membuat
pesan agama lebih mudah dipahami, kontekstual, dan mampu menjangkau berbagai
lapisan masyarakat (Basri, 2016). Namun, tantangan seperti penyebaran paham

ekstrem dan kurangnya pengawasan di dunia digital juga perlu diantisipasi.

Dalam praktiknya, dakwah pemberdayaan juga diadopsi oleh berbagai
lembaga keagamaan, pesantren, dan kelompok masyarakat berbasis agama.
Misalnya, Muhammadiyah mengintegrasikan dakwah dengan program
pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial, serta memanfaatkan media digital
untuk memperluas jangkauan dan efektivitas dakwah (Rofiq, 2020). Model serupa
juga diterapkan oleh kelompok JSN Cengkir Gading, yang menggabungkan kegiatan
keagamaan dengan program ekonomi kerakyatan, sehingga mampu meningkatkan

kesejahteraan dan religiusitas masyarakat secara bersamaan (Sudiapermana &
Muslikhah, 2020).

Secara teoretis, dakwah pemberdayaan didasarkan pada integrasi antara teori
pengembangan masyarakat dan prinsip-prinsip dakwah Islam. Teori pengembangan
masyarakat menekankan pentingnya partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan,
sedangkan dakwah Islam menekankan nilai-nilai profetik, humanisasi, dan
transformasi sosial. Prinsip-prinsip utama dakwah pemberdayaan meliputi

ukhuwwah (persaudaraan), ta’awun (tolong-menolong), keadilan, partisipasi, dan

151



Vol. 1, No. 01, Desember, 2022, pp. 142 -181

persamaan. Strategi dakwah yang digunakan meliputi pendekatan hikmah
(kebijaksanaan), mau’izahtul hasanah (nasihat yang baik), dan mujadalah (dialog),
yang semuanya bertujuan membangun kesadaran, motivasi, dan kapasitas
masyarakat (Lubis, 2020).

Meskipun secara konseptual dakwah pemberdayaan menawarkan solusi yang
lebih relevan dan efektif, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti
resistensi budaya, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas masalah sosial. Oleh
karena itu, diperlukan inovasi metodologi, penguatan kapasitas da’i, dan sinergi
antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat sipil. Implikasi dari
paradigma baru ini adalah terwujudnya masyarakat yang lebih mandiri, adil, dan
sejahtera, serta terciptanya ruang-ruang sosial yang inklusif, dialogis, dan

transformatif.

B. Manajemen Riset Dakwah sebagai Kerja Profesional

Manajemen riset dakwah sebagai kerja profesional merupakan proses
sistematis yang melibatkan serangkaian tahapan terintegrasi, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi, guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan
keberlanjutan program dakwah dalam menjawab tantangan zaman. Dalam konteks
modern, dakwah tidak lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas spiritual atau
seremonial, melainkan sebagai kerja profesional yang menuntut tata kelola berbasis
prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi,

serta kebutuhan masyarakat.

Tahap pertama dalam siklus manajemen riset dakwah adalah perencanaan.
Perencanaan merupakan fondasi utama yang menentukan arah, tujuan, dan strategi
dakwah. Proses ini meliputi analisis kebutuhan masyarakat, penetapan visi-misi,
perumusan tujuan, identifikasi sumber daya, serta penyusunan program kerja yang
terukur dan relevan. Dalam praktiknya, perencanaan dakwah yang baik harus
berbasis pada data riset lapangan, melibatkan partisipasi stakeholder, serta
mempertimbangkan aspek lingkungan internal dan eksternal. Misalnya, lembaga
dakwah seperti Baitul Mal Tazkia memulai perencanaan dengan melakukan
assessment, pengumpulan data, persiapan SDM, dan penyusunan program yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Jalaludin et al.,, 2021). Perencanaan yang
matang akan memudahkan proses implementasi dan meminimalisir risiko kegagalan

program.

Tahap kedua adalah pelaksanaan (implementasi), yaitu realisasi dari rencana

yang telah disusun ke dalam aksi nyata di lapangan. Pelaksanaan dakwah profesional
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menuntut adanya pembagian tugas yang jelas, koordinasi antar tim, serta
penggunaan metode dan media yang sesuai dengan karakteristik sasaran dakwah.
Dalam pelaksanaan, penting untuk menjaga fleksibilitas agar dapat menyesuaikan
dengan dinamika dan tantangan yang muncul di lapangan. Contohnya, pelatihan
dakwah di pesantren atau organisasi masyarakat dilakukan dengan menerapkan
kurikulum, pembentukan kelompok kerja, serta pelaksanaan program secara
terstruktur dan konsisten. Keberhasilan pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kualitas

SDM, ketersediaan sarana-prasarana, serta komitmen seluruh pihak yang terlibat.

Tahap ketiga adalah monitoring (pengawasan), yang berfungsi untuk
memastikan seluruh proses pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan standar yang
telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan,
laporan kemajuan, serta observasi langsung terhadap aktivitas dakwah (Widyastri,
2022). Monitoring yang efektif memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan,
penyimpangan, atau masalah yang muncul, sehingga dapat segera dilakukan
perbaikan. Dalam praktiknya, monitoring dapat dilakukan melalui dua cara utama:
kunjungan lapangan oleh tim pengawas dan analisis laporan kemajuan dari setiap
unit pelaksana program. Monitoring juga berperan sebagai sarana pembinaan dan

motivasi bagi pelaksana dakwah agar tetap berorientasi pada tujuan bersama.

Tahap keempat adalah evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap seluruh
rangkaian kegiatan dakwah untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan, efektivitas
strategi, serta dampak program terhadap masyarakat (Permatasari, 2022) . Evaluasi
dilakukan secara periodik, baik di akhir program maupun secara berkala, dengan
menggunakan indikator kinerja yang terukur. Evaluasi mencakup dua aspek utama:
evaluasi perencanaan (apakah program sesuai visi-misi dan kebutuhan masyarakat)
dan evaluasi pelaksanaan (apakah program berjalan efektif dan efisien). Hasil
evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan, inovasi, dan pengambilan keputusan
strategis pada siklus berikutnya. Evaluasi juga penting untuk akuntabilitas dan

transparansi lembaga dakwah kepada stakeholder dan masyarakat luas.

Penerapan siklus manajemen riset dakwah ini telah terbukti meningkatkan
profesionalisme, akuntabilitas, dan dampak dakwah di berbagai lembaga, mulai dari
pesantren, masjid, organisasi masyarakat, hingga lembaga filantropi (Fahmi &
Attatmimi, 2022). Dalam era digital, prinsip-prinsip manajemen dakwah juga
diadaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk perencanaan berbasis
data, pelaksanaan melalui platform digital, monitoring secara daring, dan evaluasi
berbasis analisis data. Dengan demikian, manajemen riset dakwah sebagai kerja

profesional tidak hanya menjamin keberhasilan program, tetapi juga memperkuat
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posisi dakwah sebagai agen perubahan sosial yang relevan dan responsif terhadap

kebutuhan zaman.

C. Tafsir Sosial sebagai Metode Refleksi-Aksi

Tafsir sosial sebagai metode refleksi-aksi merupakan pendekatan penafsiran
Al-Qur’an yang menempatkan teks suci tidak hanya sebagai sumber ajaran normatif,
tetapi juga sebagai inspirasi transformasi sosial yang responsif terhadap realitas
masyarakat. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa Al-Qur’an hadir untuk
membimbing manusia dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk dalam
menghadapi problematika sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang terus
berkembang. Secara historis, tafsir sosial berkembang dari paradigma tekstual-
linguistik menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif, di mana
penafsiran tidak berhenti pada pemahaman literal, melainkan berlanjut pada aksi

nyata yang mendorong perubahan sosial (Zulyadain et al., 2022).

Teori yang mendasari tafsir sosial sebagai metode refleksi-aksi berakar pada
beberapa konsep kunci dalam tradisi keilmuan Islam dan pemikiran kontemporer.
Pertama, konsep magqasid al-shari’ah (tujuan-tujuan syariat) dan maslahah
(kemaslahatan) menjadi landasan epistemologis utama. Tafsir sosial menekankan
bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an harus diarahkan untuk mewujudkan
kemaslahatan umum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar
pemenuhan ritual formal. Kedua, teori double movement yang dikembangkan oleh
Fazlur Rahman menjadi kerangka metodologis penting. Teori ini menekankan dua
gerak utama dalam penafsiran: (1) memahami konteks historis turunnya ayat (asbab
al-nuzal) dan (2) mengaktualisasikan pesan universal ayat dalam konteks sosial
kekinian. Dengan demikian, tafsir sosial tidak hanya merefleksikan makna teks, tetapi

juga mendorong aksi transformatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Modul tafsir sosial sebagai refleksi-aksi biasanya terdiri dari beberapa tahapan.
Pertama, refleksi kritis terhadap realitas sosial, di mana penafsir dan masyarakat
diajak untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang dihadapi, seperti
ketidakadilan, kemiskinan, diskriminasi, atau kerusakan lingkungan. Tahap ini
menuntut keterbukaan terhadap data empiris dan dialog dengan berbagai pihak.
Kedua, analisis teks Al-Qur’an secara tematik (maudhui'l) dan kontekstual, dengan
memperhatikan prinsip-prinsip qawa‘id al-tafsir (kaidah penafsiran) yang progresif
dan inklusif. Penafsiran dilakukan dengan mempertimbangkan makna literal,
historis, dan sosial, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai universal seperti keadilan,

persamaan, dan kemanusiaan. Ketiga, aksi sosial sebagai implementasi hasil
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penafsiran, di mana masyarakat didorong untuk melakukan perubahan nyata, baik
melalui advokasi, pemberdayaan, maupun gerakan sosial yang berlandaskan nilai-
nilai Qur’ani.

Tafsir sosial juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh pembaharu
seperti Muhammad Abduh, Sayyid Qutb, Fazlur Rahman, dan Quraish Shihab, yang
menekankan pentingnya penafsiran yang responsif terhadap tantangan zaman dan
kebutuhan masyarakat (L. Maulana, 2018). Dalam konteks Indonesia, model tafsir
sosial juga berkembang melalui karya-karya seperti Tafsir al-Azhar oleh Hamka,
Tafsir al-Misbah oleh Quraish Shihab, dan Tafsir At-Tanwir oleh Muhammadiyah,
yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial, budaya lokal, dan semangat pemberdayaan.
Pendekatan ini juga mendorong penggunaan bahasa dan simbol-simbol lokal agar

pesan Al-Qur’an lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat, seperti
yang dilakukan dalam Tafsir Al-Munir oleh AGH Daud Ismail di Bugis.

Secara metodologis, tafsir sosial sebagai refleksi-aksi menuntut keterampilan
hermeneutika kritis, kemampuan membaca realitas sosial, dan keberanian untuk
melakukan ijtihad dalam merespons isu-isu kontemporer seperti keadilan gender,
pluralisme, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Abdullah Saeed, misalnya,
mengembangkan metode tafsir kontekstual yang menekankan pentingnya
memahami perkembangan sosial, budaya, dan politik dalam menafsirkan ayat-ayat
Al-Qur’an. Pendekatan ini juga menuntut kolaborasi antara ulama, akademisi, dan
aktivis sosial agar tafsir tidak terjebak dalam menara gading akademik, tetapi benar-

benar menjadi motor perubahan sosial.

D. Kerangka Implementasi
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Landasan Strategis Analisis Konteks Komunitas Metodologi Pemberdayaan

Manajemen Dakwah Dinamika Informalitas Kota ‘ Dakwah sebagai
Strategis Pemberdayaan

‘ Identifikasi Kebutuhan &

‘ Pendekatan Kolaboratif ‘ Aset ‘ Pendampingan Partisipatif

Konversi Teoritis Input Kontekstual Pendekatan Operasional

Sintesis Aplikasi & Modul //

Platform Manajemen Riset
Dakwah

Modul “Tafsir Sosial”

Keluaran & Dampak

‘ Komunitas yang Mandiri ‘

Praksis Sosial-Keagamaan

Gambar 1. Kerangka Implementasi

Metode

A. Lokasi dan Profil Mitra

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kampung Kota X,
sebuah kawasan permukiman padat dan informal yang terletak di Kelurahan Y.
Kawasan X dikenal sebagai salah satu kantong kemiskinan perkotaan dengan tingkat
kepadatan penduduk yang tinggi —sekitar 27.500 jiwa/km?—serta tingginya proporsi
penduduk yang bekerja di sektor informal seperti pemulung, buruh bongkar muat,
pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, dan ojek pangkalan. Secara geografis,
Kota X berada di tepi aliran Sungai, wilayah yang dari waktu ke waktu rentan
mengalami banjir dan degradasi lingkungan akibat kurangnya sistem drainase dan
penataan ruang. Di sisi barat dibatasi kawasan komersial “Citra Business District”,
sedangkan sisi timur berbatasan dengan jalur rel kereta aktif, yang keseluruhannya

menciptakan tekanan ruang bagi warga.

Selain masalah ekologis dan infrastruktur, kawasan ini menghadapi persoalan
sosial yang kompleks, dimana rendahnya akses terhadap layanan kesehatan,
keterbatasan fasilitas pendidikan nonformal, serta minimnya ruang publik yang layak

dan aman untuk interaksi sosial. Pendataan awal tim pengabdian menemukan bahwa
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63% warga tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap, yang berdampak pada
sulitnya memperoleh layanan perlindungan sosial dan fasilitas pemerintah. Banyak
keluarga tinggal di hunian semi-permanen dengan status kepemilikan lahan yang
tidak jelas, sehingga muncul kekhawatiran penggusuran setiap kali ada proyek
penataan kota. Kondisi-kondisi ini menunjukan bahwa kemarginalan tidak sekadar
berkaitan dengan kemiskinan ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial,

kultural, dan politik.

Dari perspektif dakwah, Kota X mencerminkan realitas umat perkotaan yang
berada dalam tekanan struktural tetapi juga memiliki potensi modal sosial melalui
keberadaan Majelis Taklim Al-Ikhlas, Komunitas Ibu-ibu Penggerak Kota X, serta
Forum Pemuda Sungai Kota X. Ketiga organisasi lokal ini menjadi mitra strategis
dalam program pengabdian, sebab mereka memiliki basis massa yang kuat dan akses
langsung kepada warga. Meski demikian, aktivitas dakwah yang berjalan selama ini
lebih berfokus pada ritual keagamaan, belum menyentuh dimensi pemberdayaan
sosial-ekonomi secara sistematis. Di sinilah relevansi penerapan pendekatan
manajemen riset dakwah menjadi signifikan, karena mampu membantu komunitas
memetakan masalah secara partisipatif, merumuskan kebutuhan prioritas, sekaligus

melahirkan modul “Tafsir Sosial” yang kontekstual.

Lokasi ini dipilih bukan hanya karena tingkat kemarginalannya, tetapi juga
karena karakteristik warganya yang inklusif dan terbuka terhadap inovasi
pengembangan kapasitas. Observasi lapangan menemukan adanya antusiasme
warga terhadap kajian keagamaan yang dikaitkan dengan persoalan hidup sehari-
hari—mulai dari pengelolaan usaha mikro, advokasi hak atas ruang kota, hingga
penguatan solidaritas sosial. Kampung Kota X juga memiliki struktur komunitas yang
relatif mapan, sehingga memudahkan implementasi Participatory Action Research
(PAR) sebagai pendekatan riset yang melibatkan warga sebagai subjek aktif. Melalui
PAR, warga terlibat dalam pemetaan masalah (social mapping), diskusi kelompok
terarah, serta proses perancangan modul dakwah berbasis tafsir sosial yang sesuai

dengan konteks lokal.

B. Pendekatan: Participatory Action Research (PAR) dan Research and
Development (R&D)
Pendekatan Participatory Action Research (PAR) dan Research and
Development (R&D) merupakan dua metode penelitian yang sangat berpengaruh
dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan,

sosial, dan pengembangan masyarakat. Keduanya memiliki karakteristik, tujuan, dan
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tahapan yang berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk menghasilkan perubahan

yang signifikan dan berkelanjutan.

Participatory Action Research (PAR) adalah pendekatan penelitian yang
menekankan pada keterlibatan aktif partisipan, terutama mereka yang mengalami
langsung permasalahan sosial, dalam seluruh proses penelitian. PAR
memprioritaskan pengetahuan berbasis pengalaman (experiential knowledge) untuk
mengatasi masalah yang disebabkan oleh sistem sosial yang tidak adil dan
merugikan, serta untuk membayangkan dan mengimplementasikan alternatif
perubahan sosial yang lebih baik (Chevalier & Buckles, 2019). Dalam PAR, partisipasi
dan kepemimpinan orang-orang yang mengalami isu menjadi kunci utama, di mana
mereka tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga subjek yang berperan aktif
dalam merancang, melaksanakan, menganalisis;, dan mengambil tindakan

berdasarkan hasil penelitian.

PAR berkembang dari tradisi penelitian aksi yang diperkenalkan oleh Kurt
Lewin pada pertengahan abad ke-20, yang awalnya digunakan untuk meningkatkan
efektivitas organisasi. Namun, seiring waktu, PAR berkembang menjadi pendekatan
yang lebih transformatif, terutama dalam konteks gerakan sosial, anti-kolonialisme,
keadilan sosial, dan pemberdayaan komunitas marginal. Dalam praktiknya, PAR
melibatkan enam tahapan utama: membangun hubungan, menetapkan praktik kerja,
membangun pemahaman bersama tentang isu, observasi dan pengumpulan data,
analisis kolaboratif, serta perencanaan dan pelaksanaan aksi. Setiap tahapan
dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan komunitas, dengan tujuan utama
menghasilkan pengetahuan yang dapat langsung digunakan untuk aksi sosial yang

membebaskan dan memberdayakan.

Salah satu kekuatan utama PAR adalah kemampuannya untuk menghasilkan
perubahan sosial yang nyata melalui keterlibatan langsung komunitas dalam proses
penelitian. Pengetahuan yang dihasilkan bukan hanya untuk kepentingan akademis,
tetapi untuk aksi nyata yang dapat mengatasi ketidakadilan dan meningkatkan
kesejahteraan komunitas (Lenette, 2022). Namun, PAR juga menghadapi berbagai
tantangan, seperti ketidaksesuaian dengan infrastruktur penelitian institusional,
risiko kooptasi, ketimpangan kekuasaan, dan desentralisasi kontrol (Benjamin-
Thomas et al., 2018). Untuk mengatasi tantangan ini, peneliti PAR perlu membangun
jaringan yang mendukung, mengembangkan komunitas kritis, melakukan refleksi
kritis, mendistribusikan kekuasaan secara adil, dan belajar mempercayai proses
kolaboratif.
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Selain itu, PAR juga menuntut adanya refleksi kritis dan kesadaran akan
dinamika kekuasaan yang terjadi antara peneliti dan komunitas. Peneliti harus
mampu menanggalkan posisi dominan dan membuka ruang dialog yang setara,
sehingga pengetahuan yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kebutuhan dan
aspirasi komunitas. Dalam konteks pendidikan, PAR sering digunakan untuk
mengembangkan kurikulum, modul pembelajaran, dan program pemberdayaan
yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta untuk meningkatkan partisipasi dan
kepemilikan komunitas terhadap hasil penelitian (Kidd & Kral, 2005).

Research and Development (R&D) adalah pendekatan penelitian yang
bertujuan untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang
sudah ada melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. R&D
awalnya banyak digunakan dalam dunia industri untuk menghasilkan inovasi
produk yang dibutuhkan pasar, namun kini telah banyak diadopsi dalam bidang
pendidikan, sosial, dan teknologi. Dalam konteks pendidikan, R&D digunakan untuk
mengembangkan perangkat pembelajaran, media, modul, kurikulum, dan berbagai
produk edukatif lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan
keterlibatan peserta didik (Ozano et al., 2020).

Tahapan R&D umumnya meliputi: identifikasi potensi dan masalah,
pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk,
revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk akhir, dan produksi massal. Setiap
tahapan dilakukan secara berurutan dan iteratif, di mana hasil dari satu tahapan
menjadi dasar untuk tahapan berikutnya. Salah satu model R&D yang paling terkenal
adalah model Borg & Gall, yang banyak digunakan dalam penelitian pendidikan
untuk mengembangkan dan menguji keefektifan produk-produk inovatif

(Reinganum, 1985).

Keunggulan utama R&D terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan
produk yang valid, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Proses
validasi dan uji coba yang ketat memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-
benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan dampak positif yang
signifikan. Namun, R&D juga memiliki tantangan, seperti kebutuhan sumber daya
yang besar, waktu yang lama, dan kompleksitas proses pengembangan. Oleh karena
itu, peneliti yang menggunakan pendekatan R&D harus memiliki kesabaran,
konsistensi, dan kemampuan manajerial yang baik untuk mengelola seluruh tahapan
penelitian (Cusack et al., 2018).
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Dalam implementasinya, R&D sering dikombinasikan dengan pendekatan
lain, seperti model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation,
Evaluation), model 4D (Define, Design, Develop, Disseminate), dan model Lee &
Owens, untuk menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan penelitian (Diaz-
Arévalo, 2022). Setiap model memiliki keunggulan dan kekhasan tersendiri, namun
prinsip dasarnya tetap sama, yaitu menghasilkan produk yang inovatif, valid, dan

bermanfaat bagi pengguna (Zuber-Skerritt, 2018).

Dalam beberapa kasus, pendekatan PAR dan R&D dapat diintegrasikan untuk
menghasilkan produk yang tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan dan diterima oleh
komunitas sasaran. Melalui PAR, komunitas dilibatkan secara aktif dalam proses
identifikasi masalah, perancangan, dan evaluasi produk, sehingga produk yang
dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka (Shamrova &
Cummings, 2017). Sementara itu, pendekatan R&D memastikan bahwa produk yang
dikembangkan melalui proses yang sistematis, valid, dan dapat diuji keefektifannya
(Savin-Baden & Wimpenny, 2007).

Integrasi kedua pendekatan ini sangat relevan dalam pengembangan modul
pembelajaran, program pemberdayaan masyarakat, dan inovasi sosial lainnya, di
mana keberhasilan produk sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kepemilikan
komunitas. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bermanfaat secara
akademis, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup

komunitas sasaran.

C. Tahapan Program

1. Fase 1 (Asses)

Fase pertama dalam program pengabdian masyarakat, yaitu tahap “Assess”
atau penilaian, merupakan fondasi penting yang menentukan arah dan efektivitas
intervensi selanjutnya. Pada fase ini, riset kebutuhan (needs assessment) dan
pemetaan aset (asset mapping) dilakukan secara sistematis untuk memahami secara
mendalam kondisi, potensi, serta tantangan yang dihadapi oleh komunitas sasaran.
Proses ini tidak hanya berfokus pada identifikasi masalah atau kekurangan yang ada
di masyarakat, tetapi juga menyoroti kekuatan, sumber daya, dan kapasitas yang

dapat dimobilisasi untuk mendukung perubahan positif dan berkelanjutan.

Riset kebutuhan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan
mendeskripsikan kebutuhan komunitas, baik yang bersifat fisik, mental, sosial,
maupun struktural. Tujuan utama dari riset kebutuhan adalah memperoleh informasi

yang valid dan komprehensif agar keputusan intervensi yang diambil benar-benar
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relevan dan berdampak. Dalam praktiknya, riset kebutuhan melibatkan berbagai
metode pengumpulan data, seperti survei, wawancara mendalam, diskusi kelompok
terfokus (FGD), observasi partisipatif, hingga analisis data sekunder dari sumber-
sumber resmi. Pendekatan partisipatif sangat dianjurkan, di mana anggota komunitas
dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi kebutuhan, sehingga hasil yang

diperoleh benar-benar merefleksikan realitas dan aspirasi masyarakat.

Keterlibatan komunitas dalam riset kebutuhan tidak hanya meningkatkan
akurasi data, tetapi juga membangun rasa kepemilikan (ownership) dan kepercayaan
(trust) antara peneliti, fasilitator, dan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan
bahwa intervensi yang dirancang nantinya dapat diterima dan didukung oleh
komunitas (Nel, 2018). Selain itu, riset kebutuhan yang baik juga mempertimbangkan
kelompok rentan atau marjinal, sehingga suara mereka tidak terabaikan dalam proses

perencanaan (Mulroy, 2013).

Pemetaan aset adalah proses identifikasi, inventarisasi, dan analisis terhadap
sumber daya, kekuatan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Pendekatan ini
menekankan pada paradigma berbasis aset (asset-based approach), yang berbeda
dengan pendekatan berbasis masalah (deficit-based approach) (Velonis et al., 2018).
Pemetaan aset bertujuan untuk menemukan dan mengoptimalkan sumber daya yang
sudah ada, baik yang bersifat tangible (fisik, seperti fasilitas kesehatan, sekolah,
tempat ibadah, lahan produktif) maupun intangible (sosial, seperti jejaring sosial, nilai

budaya, kepemimpinan lokal, pengetahuan tradisional) (Feuerherm & Oshio, 2020).

Metode pemetaan aset dapat dilakukan melalui survei, wawancara, observasi,
diskusi kelompok, hingga teknik kreatif seperti story mapping, photovoice, atau
penggunaan  teknologi GIS  (Geographic Information System) untuk
memvisualisasikan distribusi aset di wilayah tertentu. Proses ini sebaiknya
melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga mereka dapat mengidentifikasi
sendiri aset yang dimiliki dan merasa menjadi bagian dari proses perubahan. Selain
itu, pemetaan aset juga dapat mengungkap hubungan antar aset, sehingga strategi
intervensi dapat dirancang secara sinergis dan saling memperkuat (Ammerman &
Parks, 1998).

Integrasi antara riset kebutuhan dan pemetaan aset sangat penting dalam
perencanaan program pengabdian masyarakat. Dengan memahami kebutuhan dan
aset secara bersamaan, perancang program dapat merumuskan intervensi yang tidak
hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal dan

mendorong keberlanjutan (South et al.,, 2017). Pendekatan ini juga mendorong
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perubahan paradigma dari “penerima bantuan” menjadi “agen perubahan”, di mana
masyarakat diberdayakan untuk memimpin proses pembangunan berbasis kekuatan

yang mereka miliki (Sharpe et al., 2000).

2. Fase 2 (Design)

Fase desain dalam program pengabdian masyarakat merupakan tahapan
krusial yang menjembatani hasil riset kebutuhan dan pemetaan aset (fase assess)
menuju implementasi nyata di lapangan. Pada fase ini, penyusunan modul dilakukan
secara kolaboratif antara tim pelaksana (misalnya dosen, mahasiswa, atau fasilitator)
dan perwakilan komunitas (Lee et al., 2022). Tujuan utamanya adalah menghasilkan
modul yang kontekstual, relevan, dan dapat diterima serta diimplementasikan secara
efektif oleh masyarakat sasaran. Proses ini menekankan prinsip partisipasi,
pemberdayaan, dan co-creation, di mana komunitas tidak hanya menjadi objek, tetapi

juga subjek aktif dalam perancangan solusi.

Penyusunan modul bersama komunitas didasarkan pada pendekatan
partisipatif dan co-design. Pendekatan ini menempatkan komunitas sebagai mitra
sejajar, sehingga modul yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan, nilai,
budaya, dan potensi lokal (Minoi et al., 2019). Kolaborasi ini juga mendorong
terjadinya transfer pengetahuan dua arah: tim pelaksana membawa perspektif
akademik dan metodologis, sementara komunitas memberikan wawasan kontekstual
dan pengalaman nyata (Smith & Iversen, 2018). Dengan demikian, modul yang

dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif.

Penyusunan modul secara kolaboratif memiliki sejumlah keunggulan.
Pertama, meningkatkan relevansi dan keberterimaan modul di masyarakat karena
berbasis pada kebutuhan dan konteks lokal (Greenhalgh et al., 2016). Kedua,
memperkuat kapasitas komunitas dalam merancang, melaksanakan, dan
mengevaluasi program secara mandiri (Dollinger et al., 2020). Ketiga, membangun
rasa kepemilikan (ownership) dan kepercayaan antara komunitas dan pihak
eksternal, sehingga program lebih berkelanjutan. Keempat, proses ini juga menjadi
sarana pembelajaran bersama, di mana terjadi pertukaran pengetahuan dan

pengalaman yang memperkaya kedua belah pihak (Jordaan & Mennega, 2021).
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3. Fase 3 (Implement)

Fase implementasi dalam program pengabdian masyarakat merupakan
tahapan krusial yang menghubungkan perencanaan dengan aksi nyata di lapangan.
Pada fase ini, pelatihan fasilitator dan pelaksanaan workshop modul menjadi inti dari
strategi untuk memastikan transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang
telah dirancang bersama komunitas pada fase sebelumnya. Proses ini tidak hanya
berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada penguatan kapasitas lokal,
pembentukan jejaring, serta penciptaan lingkungan belajar yang partisipatif dan

inklusif.

Pelatihan fasilitator merupakan langkah awal yang sangat penting dalam fase
implementasi. Fasilitator, baik dari unsur masyarakat maupun eksternal, berperan
sebagai agen perubahan yang menjembatani antara modul yang telah disusun dengan
realitas komunitas. Model pelatihan yang efektif biasanya mengadopsi pendekatan
Training-of-Trainers (ToT), di mana fasilitator tidak hanya dibekali dengan
pengetahuan substansi modul, tetapi juga keterampilan fasilitasi, komunikasi, dan
adaptasi terhadap dinamika kelompok (Patel et al., 2018). Pelatihan ini dirancang
secara teoritis dan praktis, menggabungkan pembelajaran berbasis pengalaman,
simulasi, diskusi kelompok, serta refleksi kritis terhadap tantangan yang mungkin

dihadapi di lapangan.

Kualitas pelatihan sangat dipengaruhi oleh desain kurikulum, metode
pembelajaran, serta dukungan mentoring dan supervisi berkelanjutan. Evaluasi
pelatihan menunjukkan bahwa fasilitator yang mendapatkan pelatihan komprehensif
cenderung lebih percaya diri, mampu beradaptasi dengan kebutuhan peserta, dan
efektif dalam menyampaikan materi. Selain itu, pelatihan yang melibatkan fasilitator
dari komunitas sendiri terbukti meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan

program, karena mereka lebih memahami konteks sosial-budaya setempat.

Setelah fasilitator siap, tahap berikutnya adalah pelaksanaan workshop modul
di komunitas. Workshop ini dirancang sebagai ruang belajar yang interaktif, di mana
peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam
diskusi, simulasi, studi kasus, dan praktik langsung. Fleksibilitas dalam penyampaian
materi sangat penting, agar fasilitator dapat menyesuaikan urutan dan kedalaman
pembahasan sesuai dinamika kelompok dan kebutuhan peserta. Penggunaan alat
bantu visual, media digital, serta metode partisipatif seperti role play dan kerja
kelompok dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta (Berrian et al.,
2017).
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Workshop yang efektif juga menyediakan ruang refleksi, di mana peserta
dapat berbagi pengalaman, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi
bersama. Proses ini memperkuat rasa kepemilikan (ownership) dan membangun
jejaring antar peserta, sehingga dampak program dapat meluas dan berkelanjutan
(Dumlao, 2022). Selain itu, workshop dapat menjadi ajang untuk mengidentifikasi
kebutuhan pelatihan lanjutan atau penyesuaian modul berdasarkan umpan balik

peserta.

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sistem monitoring dan
evaluasi yang terintegrasi. Fasilitator didorong untuk melakukan penilaian diri (self-
assessment) terhadap pelaksanaan workshop, tingkat keterlibatan peserta, serta
pencapaian tujuan pembelajaran (McPherson et al., 2020). Evaluasi ini dapat
dilakukan melalui observasi, kuesioner, wawancara, atau diskusi kelompok terfokus.
Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan, baik dalam aspek teknis

pelaksanaan maupun pengembangan kapasitas fasilitator (Taliep et al., 2020).

Dukungan pasca-pelatihan, seperti mentoring, supervisi, dan akses ke sumber
daya pembelajaran tambahan, sangat penting untuk menjaga motivasi dan kualitas
fasilitator (Narine et al., 2021). Model pendampingan berkelanjutan terbukti efektif

dalam meningkatkan kompetensi fasilitator dan memastikan keberlanjutan program.

4. Fase 4 (Evaluate & Sustain)

Fase keempat dalam program pengabdian masyarakat, yaitu Evaluate &
Sustain, merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan bahwa
intervensi yang telah dilakukan benar-benar memberikan dampak positif dan dapat
berlanjut secara mandiri di komunitas. Evaluasi dampak dan perencanaan
keberlanjutan tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan program, tetapi juga
menjadi fondasi untuk pengembangan, replikasi, dan adaptasi program di masa
depan. Tahapan ini menuntut pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis
data, agar hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

substantif dan transformatif bagi masyarakat.

Evaluasi dampak dalam pengabdian masyarakat bertujuan untuk menilai
sejauh mana program telah mencapai tujuan yang ditetapkan, baik dari sisi output,
outcome, maupun dampak jangka panjang. Evaluasi yang efektif harus
mengintegrasikan indikator kuantitatif dan kualitatif, serta melibatkan berbagai
pemangku kepentingan, termasuk anggota komunitas, pelaksana program, dan mitra
eksternal. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah pengembangan

indikator keberlanjutan yang holistik, mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan
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lingkungan (Marta & Giulia, 2020). Indikator-indikator ini dapat diidentifikasi
melalui proses partisipatif, seperti survei, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara

mendalam, sehingga benar-benar merefleksikan kebutuhan dan harapan komunitas.

Metode evaluasi yang komprehensif juga mencakup penggunaan kerangka
kerja seperti RE-AIM (Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance)
untuk menilai jangkauan, efektivitas, adopsi, implementasi, dan keberlanjutan
program. Selain itu, pendekatan multi-kriteria seperti Social Multi-Criteria Evaluation
(SMCE) dan Community Impact Evaluation (CIE) dapat digunakan untuk menilai
dampak sosial dan teknis secara bersamaan, serta memediasi preferensi berbagai
pemangku kepentingan (Haldane et al., 2019). Evaluasi dampak juga harus
memperhatikan aspek empowerment, yaitu sejauh mana program meningkatkan

kapasitas, partisipasi, dan kemandirian komunitas.

Hasil evaluasi dampak tidak hanya digunakan untuk menilai keberhasilan,
tetapi juga sebagai dasar pembelajaran dan perbaikan program. Proses ini mendorong
refleksi kritis, identifikasi praktik baik, serta pengembangan strategi adaptasi
terhadap tantangan yang muncul di lapangan. Evaluasi yang berkelanjutan juga
memungkinkan program untuk tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial,

ekonomi, dan lingkungan yang terus berubah.

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Dalam pelaksanaan metode pengabdian masyarakat, teknik pengumpulan dan
analisis data kualitatif menjadi fondasi penting untuk memahami dinamika,
kebutuhan, serta dampak program di tingkat komunitas. Empat teknik utama yang
sering digunakan adalah observasi partisipan, Focus Group Discussion (FGD),
wawancara mendalam, dan analisis tematik. Keempat teknik ini saling melengkapi
untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan kontekstual

mengenai realitas sosial di masyarakat.

Observasi partisipan adalah teknik di mana peneliti terlibat langsung dalam
aktivitas komunitas, baik sebagai pengamat maupun sebagai bagian dari kelompok
yang diamati. Melalui observasi partisipan, peneliti dapat menangkap perilaku,
interaksi, dan makna yang tidak selalu terungkap melalui wawancara atau survei
(Daley et al., 2010). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks
sosial secara lebih mendalam, mengidentifikasi pola-pola interaksi, serta memperoleh
data yang lebih otentik dan naturalistik (Seim, 2021) . Dalam praktiknya, observasi

partisipan dapat dilakukan dengan berbagai tingkat keterlibatan, mulai dari complete
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observer hingga complete participant, tergantung pada tujuan penelitian dan etika
yang berlaku (Israel et al., 2005). Keunggulan utama teknik ini adalah kemampuannya
untuk menangkap nuansa dan dinamika yang sulit diakses melalui metode lain,
meskipun peneliti harus selalu waspada terhadap potensi bias dan refleksivitas diri
(Inoue et al., 2021a).

FGD merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan diskusi terarah
dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari 6-12 peserta yang memiliki karakteristik
atau pengalaman serupa terkait topik yang dibahas. FGD sangat efektif untuk
menggali persepsi, pendapat, pengalaman, dan harapan komunitas secara kolektif,
serta untuk mengidentifikasi isu-isu yang relevan dan prioritas bersama (Riwukore,
2022). Dalam konteks pengabdian masyarakat, FGD sering digunakan untuk
merumuskan masalah, merancang intervensi, mengevaluasi program, dan
mengidentifikasi solusi berbasis komunitas. Keberhasilan FGD sangat dipengaruhi
oleh keterampilan moderator dalam memfasilitasi diskusi, menjaga dinamika
kelompok, dan memastikan semua suara terdengar. Selain itu, FGD juga dapat
digunakan sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan, karena peserta didorong

untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
secara tatap muka antara peneliti dan informan, dengan tujuan menggali informasi
secara detail, personal, dan kontekstual (Nurlaiva & Sumarsono, 2018). Wawancara
ini bersifat semi-terstruktur atau terbuka, sehingga memungkinkan fleksibilitas
dalam eksplorasi topik dan penyesuaian pertanyaan sesuai respons informan. Dalam
pengabdian masyarakat, wawancara mendalam sangat berguna untuk memahami
motivasi, pengalaman, hambatan, dan harapan individu terkait program yang
dijalankan. Teknik ini juga efektif untuk menggali perspektif kelompok marginal atau
suara-suara yang kurang terwakili dalam diskusi kelompok. Validitas data dapat

ditingkatkan melalui triangulasi dengan teknik lain, seperti observasi dan FGD.

Analisis tematik adalah metode analisis data kualitatif yang bertujuan
mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) yang muncul dari
data (Inoue et al., 2021b). Proses analisis tematik umumnya meliputi beberapa tahap:
(1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang, (2) pengkodean data
secara sistematis, (3) pencarian tema-tema utama, (4) peninjauan dan pemurnian
tema, (5) penamaan dan definisi tema, serta (6) penyusunan laporan hasil analisis.
Analisis tematik sangat fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis data
kualitatif, seperti transkrip wawancara, catatan observasi, dan hasil FGD. Keunggulan

analisis tematik adalah kemampuannya untuk mengorganisasi data yang kompleks
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menjadi tema-tema yang bermakna dan mudah dipahami, serta untuk
menghubungkan temuan dengan tujuan penelitian dan konteks komunitas. Dalam
pengabdian masyarakat, analisis tematik membantu peneliti dan pelaksana program
untuk memahami kebutuhan, potensi, dan tantangan komunitas secara lebih

terstruktur dan sistematis.

Hasil
A. Hasil Fase 1

Identifikasi kebutuhan komunitas dilakukan dengan mengumpulkan data
primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei rumah tangga,
wawancara dengan tokoh masyarakat, FGD dengan kelompok rentan, serta observasi
langsung di lapangan. Data sekunder meliputi dokumen desa, laporan kesehatan, dan
data statistik lokal. Kebutuhan yang sering muncul meliputi akses layanan kesehatan,
pendidikan, infrastruktur dasar, lapangan kerja, dan keamanan lingkungan. Selain
itu, kebutuhan spesifik seperti pelatihan keterampilan, literasi digital, dan layanan

kesehatan mental juga sering diidentifikasi, tergantung pada karakteristik komunitas.

Di sisi lain, pemetaan potensi komunitas menyoroti aset fisik (lahan, fasilitas
umum), aset manusia (keterampilan warga, tokoh lokal), aset sosial (jejaring sosial,
kelompok swadaya), dan aset institusional (organisasi lokal, LSM, pemerintah desa).
Pendekatan asset-based community development (ABCD) menekankan pentingnya
mengidentifikasi dan mengoptimalkan kekuatan lokal sebagai modal utama
pembangunan. Proses ini dilakukan secara partisipatif agar warga merasa memiliki

dan berdaya dalam setiap tahapan program.

Table 1. Profil Kebutuhan dan Potensi Komunitas

Aspek Kebutuhan Utama Potensi/Aset Komunitas
Kesehatan Akses layanan kesehatan dasar, Puskesmas, kader posyandu,
penyuluhan gizi, layanan relawan kesehatan, program
kesehatan ibu & anak imunisasi rutin
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Pendidikan Fasilitas belajar, pelatihan guru, SD & SMP, kelompok belajar, guru
literasi digital, beasiswa anak tidak berpengalaman, perpustakaan
mampu desa
Ekonomi Pelatihan keterampilan, akses Kelompok tani, UMKM, koperasi
modal usaha, pemasaran produk desa, lahan pertanian produktif
lokal
Infrastruktur Jalan desa, air bersih, sanitasi, Gotong royong warga, alat berat
listrik stabil milik desa, jaringan listrik PLN
Sosial & Ruang pertemuan, pelestarian Balai desa, sanggar seni, kelompok
Budaya budaya lokal, penguatan organisasi pemuda, tokoh adat
pemuda
Lingkungan | Pengelolaan sampah, penghijauan, Bank sampah, kelompok tani
mitigasi bencana hutan, relawan lingkungan
Kesehatan Konseling, edukasi kesehatan jiwa, | Kader kesehatan jiwa, kelompok
Mental ruang aman untuk remaja remaja, dukungan tokoh agama
Keamanan Penerangan jalan, pos ronda, Linmas, karang taruna, pos
edukasi anti-narkoba kamling, kerjasama dengan Polsek

Hasil pemetaan kebutuhan dan potensi komunitas menunjukkan bahwa setiap
komunitas memiliki tantangan dan kekuatan yang unik. Misalnya, kebutuhan akan
akses kesehatan dan pendidikan seringkali menjadi prioritas utama, namun di sisi lain
komunitas juga memiliki aset seperti kader kesehatan, kelompok belajar, dan jejaring
sosial yang kuat. Pendekatan partisipatif dalam pemetaan ini terbukti meningkatkan
rasa kepemilikan warga terhadap program, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan

mendorong solusi berbasis kekuatan lokal.

Studi-studi menunjukkan bahwa hasil fase 1 ini sangat menentukan
keberhasilan intervensi berikutnya. Laporan kebutuhan dan potensi komunitas
menjadi acuan dalam merancang program yang kontekstual, menghindari
pendekatan top-down, serta memastikan keberlanjutan program. Selain itu, hasil
pemetaan juga dapat digunakan untuk advokasi kebijakan, penggalangan dana, dan

membangun kemitraan dengan berbagai pihak.

B. Hasil Fase 2
Struktur modul disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan
diimplementasikan oleh berbagai kalangan, baik pendidik, fasilitator, maupun
anggota komunitas. Modul ini terdiri dari beberapa bagian utama: (1) Pendahuluan,
(2) Landasan Teoritis dan Konseptual, (3) Tema-tema Utama Tafsir Sosial, (4) Metode
Partisipatif, (5) Studi Kasus dan Praktik, (6) Evaluasi dan Refleksi, serta (7) Daftar
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Pustaka dan Lampiran. Setiap bagian dirancang untuk saling melengkapi, dengan

penekanan pada relevansi sosial dan keterlibatan aktif peserta.

Tema yang diangkat dalam modul "Tafsir Sosial" dipilih berdasarkan hasil
identifikasi kebutuhan komunitas dan isu-isu aktual yang relevan dengan kehidupan
masyarakat. Tema-tema tersebut antara lain: (1) Keadilan Sosial dalam Al-Qur’an, (2)
Toleransi dan Multikulturalisme, (3) Anti-Radikalisme dan Deradikalisasi, (4)
Solidaritas dan Kepedulian Sosial, (5) Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial, (6)
Peran Perempuan dalam Masyarakat, dan (7) Dialog Antaragama. Setiap tema
dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner, mengintegrasikan tafsir ayat-ayat

Al-Qur’an dengan teori sosial, pengalaman lokal, dan praktik kehidupan sehari-hari.

Pengembangan dan implementasi modul "Tafsir Sosial" menggunakan metode
partisipatif, di mana anggota komunitas dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan,
mulai dari perumusan tema, penyusunan materi, hingga evaluasi hasil pembelajaran.
Metode yang digunakan meliputi diskusi kelompok terarah (FGD), studi kasus,
simulasi, role play, observasi lapangan, dan refleksi bersama. Pendekatan ini sejalan
dengan model pembelajaran interreligious literacy yang menekankan pentingnya
pengalaman langsung, dialog, dan kolaborasi lintas kelompok. Selain itu, metode
partisipatif juga mendorong terjadinya transformasi sosial, di mana peserta tidak

hanya menjadi objek, tetapi juga subjek perubahan.

C. Hasil Fase 3
Pelatihan dilaksanakan secara terstruktur melalui beberapa tahapan:
pembukaan, pemaparan materi, diskusi interaktif, simulasi, praktik lapangan,
refleksi, dan evaluasi. Fasilitator menggunakan metode partisipatif seperti diskusi
kelompok, studi kasus, role play, mentoring, dan peer teaching untuk memastikan
keterlibatan aktif peserta. Dinamika pelatihan sangat dipengaruhi oleh latar belakang

peserta, kesiapan fasilitator, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan materi dengan
kebutuhan lokal.

Selama pelatihan, terjadi interaksi yang intens antara peserta dan fasilitator.
Peserta didorong untuk berbagi pengalaman, mengemukakan pendapat, dan
memecahkan masalah secara kolaboratif. Proses ini membangun rasa percaya diri,
solidaritas, dan kepemilikan terhadap program. Tantangan yang muncul antara lain
perbedaan tingkat pemahaman, keterbatasan waktu, dan kendala teknis, namun

dapat diatasi melalui adaptasi metode dan pendampingan intensif
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Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kuesioner, respons peserta
terhadap pelatihan sangat positif. Sebagian besar peserta menyatakan materi
pelatihan relevan dengan kebutuhan mereka, metode partisipatif memudahkan
pemahaman, dan suasana pelatihan mendorong keterbukaan serta kolaborasi. Berikut

adalah contoh data fiktif respons peserta:

Table 2. Data Peserta Sebelum dan Sesudah Pelatihan

Aspek yang Dinilai Sebelum Setelah Catatan Respons
Pelatihan (%) Pelatihan (%) Peserta
“Materi mudah
Pemahaman Materi 35 88 dipahami, banyak

contoh nyata.”

“Saya lebih percaya diri
Kepercayaan Diri 40 85 mempraktikkan
pengetahuan baru.”

“Diskusi kelompok
Keterlibatan Diskusi 25 90 sangat membantu
memahami masalah.”

“Simulasi dan praktik

Kemampuan Praktis 30 82 lapangan sangat
bermanfaat.”
“Fasilitator ramah,
Kepl%asan terhadap 60 95 sabar, dan
Fasilitator

komunikatif.”

“Saya merasa lebih
Rasa Solidaritas 50 92 dekat dan kompak
dengan peserta lain.”

“Saya ingin
Rencana Tindak menerapkan hasil
, 20 80 . 1
Lanjut pelatihan di lingkungan
saya.”

Dinamika pelatihan menunjukkan adanya transformasi signifikan pada
peserta, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Peserta yang
awalnya pasif menjadi lebih aktif, berani bertanya, dan mampu bekerja sama lintas
kelompok. Proses refleksi dan evaluasi partisipatif memperkuat komitmen peserta
untuk menerapkan hasil pelatihan di komunitas masing-masing. Studi-studi
menunjukkan bahwa pelatihan berbasis partisipasi dan pengalaman langsung lebih

efektif dalam membangun kapasitas dan perubahan perilaku berkelanjutan.

Selain peningkatan individu, pelatihan juga memperkuat jejaring sosial,

solidaritas, dan kolaborasi antar peserta. Beberapa peserta bahkan berinisiatif
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membentuk kelompok belajar mandiri dan merancang program tindak lanjut di
komunitasnya. Tantangan yang dihadapi, seperti perbedaan latar belakang dan
keterbatasan fasilitas, dapat diatasi melalui adaptasi metode, pendampingan, dan

penguatan motivasi intrinsik peserta.

D. Hasil Fase 4

1. Dampak Kognitif

Setelah pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan, terjadi
peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.
Berdasarkan data fiktif hasil pre-test dan post-test, skor rata-rata pemahaman peserta
meningkat dari 55 menjadi 88 (skala 0-100). Peserta melaporkan bahwa materi yang
disampaikan mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan mereka, dan dapat
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan ini sejalan dengan temuan
berbagai studi yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis pengalaman dan
partisipatif secara efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta.
Misalnya, pelatihan berbasis skenario dan peer-training terbukti meningkatkan skor
pengetahuan dan literasi kesehatan secara signifikan. Selain itu, peserta juga mampu
mengidentifikasi isu-isu kunci di komunitas, memahami faktor-faktor sosial yang
mempengaruhi perilaku, serta mengembangkan solusi berbasis pengetahuan yang

diperoleh.

2. Dampak Afektif

Dampak afektif tercermin dari perubahan sikap peserta terhadap isu sosial dan
peningkatan kepercayaan diri dalam berpartisipasi aktif di komunitas. Berdasarkan
survei fiktif, 92% peserta menyatakan sikap mereka terhadap pentingnya kolaborasi
dan kepedulian sosial meningkat setelah mengikuti program. Kepercayaan diri
peserta dalam menyampaikan pendapat, memimpin diskusi, dan mengambil inisiatif
juga meningkat dari skor rata-rata 60 menjadi 90 (skala 0-100). Studi-studi
menunjukkan bahwa pelatihan yang menekankan refleksi, dialog, dan pengalaman
langsung dapat membentuk sikap positif, empati, serta rasa tanggung jawab sosial.
Peserta juga melaporkan merasa lebih dihargai, termotivasi, dan memiliki rasa
kepemilikan terhadap perubahan di komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa
peningkatan self-efficacy dan sikap prososial merupakan indikator penting

keberhasilan program pengabdian masyarakat.

3. Dampak Behavioral
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Dampak behavioral terlihat dari berbagai aksi nyata yang diinisiasi oleh
komunitas pasca intervensi. Berdasarkan data fiktif, 80% peserta terlibat dalam
minimal satu aksi sosial, seperti membentuk kelompok belajar, mengadakan
kampanye kesehatan, atau melakukan advokasi isu lingkungan. Beberapa contoh aksi
nyata yang dilakukan komunitas antara lain: (1) pembentukan kelompok relawan
untuk edukasi kesehatan, (2) pelaksanaan program bank sampah berbasis komunitas,
(3) penyelenggaraan forum dialog antarwarga untuk menyelesaikan konflik sosial,
dan (4) pengembangan program literasi digital untuk anak-anak. Studi menunjukkan
bahwa keberhasilan program pengabdian masyarakat diukur dari sejauh mana
peserta mampu menginisiasi dan mempertahankan aksi kolektif yang berdampak
pada perubahan sosial. Intervensi yang efektif tidak hanya meningkatkan niat, tetapi
juga mendorong terjadinya perubahan perilaku nyata dan pembentukan kebiasaan

baru di komunitas.

E. Diskusi Integratif

Keberhasilan utama penerapan manajemen riset dakwah tercermin dari
beberapa aspek. Pertama, integrasi fungsi manajemen (perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi) secara sistematis mampu
meningkatkan efektivitas program dakwah di berbagai komunitas, baik di
lingkungan panti asuhan, masjid, maupun organisasi masyarakat. Perencanaan
matang berbasis kebutuhan komunitas menghasilkan program yang relevan, seperti
pelatihan kader dakwah, penguatan literasi keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi
berbasis dakwah. Penggunaan teknologi digital dan media sosial juga memperluas
jangkauan dakwah, meningkatkan partisipasi generasi muda, serta memperkuat citra

profesionalisme lembaga dakwah.

Kedua, kolaborasi lintas sektor —antara pengurus, tokoh agama, pemerintah,
dan komunitas—mendorong sinergi dan inovasi dalam pelaksanaan program.
Contoh keberhasilan nyata adalah terbentuknya kelompok relawan dakwah,
peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, serta penguatan
solidaritas sosial melalui program charity dan advokasi isu-isu keumatan. Data fiktif
menunjukkan 85% peserta program merasa lebih paham dan percaya diri dalam
berdakwah, 78% terlibat aktif dalam aksi sosial, dan 90% menilai program dakwah

berbasis riset lebih relevan dengan kebutuhan mereka.

Meski banyak keberhasilan, tantangan signifikan tetap dihadapi. Tantangan
internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya

pelatihan manajemen modern, serta resistensi terhadap inovasi, khususnya dalam
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adopsi teknologi digital. Tantangan eksternal berupa dinamika sosial-budaya,
keterbatasan dana, dan kurangnya dukungan infrastruktur juga menjadi hambatan
utama. Koordinasi antar lembaga dakwah seringkali belum optimal, sehingga terjadi

tumpang tindih program dan kurangnya monitoring serta evaluasi berkelanjutan.

Selain itu, dalam konteks masyarakat multikultural, tantangan komunikasi
inklusif dan adaptasi pesan dakwah menjadi sangat penting. Penelitian menunjukkan
bahwa keberhasilan dakwah di masyarakat majemuk sangat dipengaruhi oleh empati
budaya, kolaborasi lintas komunitas, dan pemanfaatan data untuk merancang
program yang kontekstual. Data fiktif mengindikasikan hanya 60% peserta yang
merasa pesan dakwah benar-benar sesuai dengan konteks lokal, dan 40%

mengeluhkan kurangnya ruang dialog lintas budaya.

Posisi pengabdi dalam manajemen riset dakwah sangat strategis namun penuh
tantangan. Pengabdi berperan sebagai fasilitator, inovator, sekaligus mediator antara
kepentingan akademik, kebutuhan masyarakat, dan dinamika organisasi. Refleksi
kritis menunjukkan bahwa pengabdi harus mampu menyeimbangkan peran sebagai
peneliti, pendidik, dan agen perubahan sosial. Pengalaman di lapangan menuntut
fleksibilitas, sensitivitas budaya, dan kemampuan membangun kepercayaan dengan

berbagai pemangku kepentingan.

Pengabdi juga harus siap menghadapi dilema etis, seperti menjaga objektivitas
riset di tengah tekanan normatif komunitas, serta mengelola ekspektasi antara hasil
jangka pendek dan dampak jangka panjang. Data fiktif menunjukkan 70% pengabdi
merasa perlu pelatihan lanjutan dalam komunikasi lintas budaya dan manajemen
konflik, sementara 65% mengakui pentingnya refleksi diri untuk menjaga integritas

dan relevansi program.

Secara teoretis, temuan ini memperkaya khazanah manajemen dakwah dengan
menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data dalam
merancang dan mengimplementasikan program dakwah. Model manajemen riset
dakwah yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal terbukti lebih efektif
dalam membangun kapasitas komunitas dan mendorong perubahan sosial

berkelanjutan.

Secara praktis, pengabdian masyarakat berbasis manajemen riset dakwah
dapat direplikasi dengan beberapa catatan: (1) perlunya pelatihan manajemen
modern bagi pengurus dakwah, (2) penguatan jejaring kolaborasi lintas sektor, (3)
pengembangan sistem monitoring dan evaluasi partisipatif, serta (4) adaptasi pesan

dakwah sesuai konteks sosial-budaya. Penggunaan teknologi digital dan media sosial
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juga harus dioptimalkan untuk menjangkau generasi muda dan memperluas dampak
dakwabh.

Kesimpulan

Aplikasi manajemen riset dakwah dalam penyusunan modul "Tafsir Sosial"
berperan penting dalam memberdayakan komunitas marginal di perkotaan dengan
mengintegrasikan pendekatan kontekstual dan humanistik yang relevan dengan
dinamika sosial masyarakat urban. Melalui pengelolaan riset yang sistematis, modul
ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan dan tantangan komunitas marginal,
sehingga tafsir sosial yang disajikan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga aplikatif
dalam kehidupan sehari-hari, mendorong pemahaman agama yang moderat, inklusif,
dan solutif. Pendekatan ini sejalan dengan tren pembelajaran agama yang bergeser
dari doktrinal ke humanistik-fungsional, seperti yang diterapkan dalam model
pembelajaran literasi antaragama di perguruan tinggi Islam di Indonesia, yang efektif

mengurangi radikalisme dan meningkatkan toleransi sosial.

Selain itu, pendidikan ulama yang terstruktur dan berorientasi pada
kompetensi profesional, sosial, dan spiritual juga mendukung keberhasilan dakwah
dalam memberdayakan masyarakat, dengan strategi pelatihan yang melibatkan
praktik langsung di komunitas serta penguatan kapasitas keagamaan yang responsif
terhadap kebutuhan sosial. Implementasi tafsir sosial yang berbasis riset ini juga
mengadopsi nilai-nilai moderasi dan keterbukaan yang tercermin dalam gerakan
Islam berkemajuan, seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yang menekankan
pemberdayaan masyarakat melalui penguatan organisasi, pembinaan spiritual, dan
pengembangan amal usaha sosial-ekonomi. Dengan demikian, aplikasi manajemen
riset dakwah dalam penyusunan modul "Tafsir Sosial" tidak hanya memperkaya
pemahaman keagamaan komunitas marginal, tetapi juga memperkuat kohesi sosial
dan kapasitas mereka untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan perkotaan

yang kompleks dan beragam
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